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PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
dipandang perlu mengatur Perjalanan Dinas Pemerintahan
Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017,
bahwa perjalanan dinas pemerintahan desa  harus
dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa ini
menjadi dasar bagi Pemerintah Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa dalam menyusun dan menghitung
perjalanan dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bgbas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemhan&runan Nasional (Lembaran Nﬁﬁ&f a

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomoar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
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Menetapkan :
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

3



s

11,

1 51 16

12.
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16.
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD,
adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya disecbut Dinas Sosial dan PMD, adalah Dinas
Sosial dan PMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan yang dipimpin cleh Camat.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati alam
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
vang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah berkedudukan sebagai unsur
pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa,
Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang
dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum,
urusan keuangan dan urusan perencanaan.

Kepala Urusan yvang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur
Sekretariat Desa yang menangani urusan tertentu.

Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Staf Kantor Desa adalah merupakan stafl dari Kaur yang
menangani urusan keuangan.
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Pimpinan BPD adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris BPD.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban kecuangan Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa vang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh
pendapatan yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas
Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening
Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB
Desa melalui rekening kas Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa
yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan
belanja Desa.

Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan
dan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
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pengeluaran anggaran selama 1 (satu] tahun periode
anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur,

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat
konkrit, individual dan final.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar
tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara
bersama yang meliputi perjalanan dinas dari desa ke
desa/kelurahan, dari desa ke kecamatan dan dari desa ke
kabupaten vang dilakukan untuk kepentingan Desa atas
perintah pejabat yang berwenang.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar
tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara
bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu
tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan
yvang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadl tujuan
perjalanan dinas.

Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah surat perintah kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun,
Pimpinan dan Anggota BPD, dan Staf Kantor Desa/Bendahara
Desa.

Kegiatan Konsultasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar
Daerah vang dilaksanakan Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun,
Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara
Desa untuk melakukan dialog dengan Pemerintah tingkat atas
guna membahas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan  pembangunan dan = pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi adalah kegiatan Perjalanan
Dinas Luar Daerah vang dilaksanakan oleh Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan,
Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor
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48.

49.

Desa/Bendahara Desa untuk mengikuti kegiatan rapat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah
Kecamatan.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
Diklat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan
Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk
menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan
dengan penvelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat guna
dipraktekan di Desa masing-masing serta diselenggarakan
cleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau
Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi.
Kegiatan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut kegiatan
Bimtek adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan
Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara Desa untuk
menambah pengetahuan demi kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat guna dipraktekan di Desa masing-
masing serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga
non pemerintah, atau Pemerintah Kabupaten dan/atau
Pemerintah Provinsi.

Kegiatan Studi Banding adalah kegiatan Perjalanan Dinas
Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun,
Pimpinan dan Anggota, dan Staf Kantor Desa/Bendahara
Desa untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh desa
lain diluar wilayah Kabupaten Bangga Kepulauan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat guna dipraktekan di Desa masing-masing.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2
Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa;
c. Kepala Urusan;
d. Kepala Dusun;
e. Pimpinan dan Anggota BPD;
f. Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan
g. Organisasi Kemasyarakatan.
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BAB Il
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam Perjalanan Dinas oleh
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun, Pimpinan dan Anggota BPD, Stal Kanter
Desa/Bendahara Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri
dari:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

BAB IV
KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 4

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

Rapat-Rapat Koordinasi/konsultasi;

Penyelesaian sengketa masyarakat;

Penilaian Lomba Desa;

Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong;

Asistensi Rancangan Peraturan Desa.

© oo gp

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

Jenis kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. Rapat-Rapat Koordinasi;

b. Bimbingan Teknis (Bimtek);

c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan

d. Study Banding.

BABYV
TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari:
a. Dalam Daerah, meliputi :
1. Dari Desa ke Desa/Kelurahan;
2. Dari Desa ke Ibukota Kecamatan; dan
3. Dari Desa ke Ibukota Kabupaten (Salakan).
b. Luar Daerah, meliputi :
1. Dari Desa ke Ibukota Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi
Tengah kecuali Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dari Desa ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah (Palu); dan
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3. Dari Desa ke Ibukota Negara (Jakarta) atau Provinsi
lainnya diwilayah Republik Indonesia.

BAB VI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu
Dari Desa ke Desa/Kelurahan

Pasal 7

(1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa dengan
tujuan Desa/Kelurahan lainnya, waktu yang diperlukan
adalah 1 (satu) hari.

(2) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

(3) Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Dari Desa ke Kecamatan

Pasal 8

(1) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa dengan
tujuan Kecamatan, waktu yang diperlukan adalah 1 (satu)
hari.

(2) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kegiatan yang diikuti lebih dari 1 (satu) hari,
perhitungan waktu untuk perjalanan dinas dari desa tujuan
kecamatan tetap diperhitungkan 1 (satu) hari.

(3) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

(4) Surat Tugas/SPD sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2),
ditandatangani aleh Pejabat vang berwenang.

Bagian Ketiga
Dari Desa ke Kabupaten

Pasal 9

(I) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke
Kabupaten adalah paling lama (tiga) hari.

(2) Untuk memperoleh waktu (tiga) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKPD yang wajib
dihubungi.

(3) SKPD yang dihubungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibuktikan dengan tandatangan pejabat pada bagian belakang
lembar SPD.

(4) Dalam hal SKPD yang dihubungi oleh pelaksana SPD hanya
terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) SKPD yang dibuktikan dengan
tandatangan pejabat pada bagian belakang lembar SPD, maka
waktu yang diperhitungkan hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari.



(5) Kegiatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Bagian Keempat
Jenis Kendaraan Yang Dipergunakan

Pasal 10

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi :

a. Sewa kendaraan (mobil/kendaraan roda dual;

b. Kendaraan pribadi (mobil/kendaraan roda dua); dan

c. Kendaraan ojek.

Bagian Kelima
Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

Pasal 11

(1) Jenis pengnapan yang dipergunakan pada  saat
melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi:
a. Hotel;
b. Penginapan; dan
c. Penginapan lainnya.

(2) Penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, berupa menginap dirumah keluarga/anggota
masyarakat.

Pasal 12

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dari desa dengan tujuan
desa/kelurahan lainnya dan dari desa dengan tujuan kecamatan
tidak diperlukan waktu menginap.

BAB VII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu
Tujuan Ibukota Kabupaten di Wilayah
Propinsi Sulawesi Tengah

Paragraf 1
Lamanya Perjalanan

Pasal 13

Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Ibukota Kabupaten di
wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan adalah
5 (lima) hari, dengan rincian sebagai berilkut:
a. 1 (satu) hari perjalanan dari Desa ke Salakan;
b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah Kabupaten Banggai
Kepulauan ketempat tujuan;
O | (satu) hari berada di Luwuk Ibukota Kabupaten
Banggai;dan
d. 2 (dua) hari ditempat tujuan.
10



Pasal 14

Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Banggai [bukota

Banggai Laut dan Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai, waktu

yang diperlukan adalah 4 (empat) hari, dengan rincian sebagai

berikut:

a. 1 (satu) hari perjalanan dari Desa ke Salakan,;

b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah Kabupaten Banggai
Kepulauan ketempat tujuan;dan

¢. 2 (dua) han ditempat tujuan.

Pasal 15

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14, dihitung mulai dari Salakan (Ibukota
Kabupaten Banggai Kepulauan).

Paragraf 2
Jenis Kendaraan Yang Digunakan

Pasal 16

Jenis kendaraan vang dipergunakan pada saat melaksanakan
Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15, meliputi :

Ojek/sewa kendaraan dari desa ke Salakan;

Kapal Laut,;

Bus;

Travel; atau

Rental: atau

Carter kendaraan.

=0 a0 gp

Bagian Paragraf 3
Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

Pasal 17

(1) Jenis  penginapan yang dipergunakan pada @ saal
melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13, meliputi:

a. Hotel;
b. Penginapan; dan
c. Penginapan lainnya.

(2) Penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I]
huruf ¢, berupa menginap dirumah keluarga/anggota
masyarakat.



Bagian Kedua
Tujuan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah

Paragraf 1
Lamanya Perjalanan

Pasal 18

Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Ibukota Propinsi Sulawesi

Tengah, waktu vang diperlukan adalah €& (enam) hari, dengan

rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) hari perjalanan dari Desa ke Salakan,

b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah Kabupaten Banggai
Kepulauan ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai,

c. 1 (satu} hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;

2 (dua) hari ditempat tujuan; dan

e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

B

Pagal 19

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, dihitung mulai dari Salakan (Ibukota Kabupaten

Banggai Kepulauanj.

Paragraf 2
Jenis Kendaraan Yang Digunakan

Pasal 20

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan
Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 dan pasal 19, meliputi :

Ojek/sewa kendaraan dari Desa ke Salakan;

Kapal Laut;

Bus;

Travel; atau

Rental: atau

Carter kendaraan.

me a0 o

Bagian Paragraf 3
Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

Pasal 21

(1) Jenis  penginapan yang dipergunakan pada saat
melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18, meliputi:

a. Hotel: atau
b. Penginapan.

(2) Perhitungan menginap di hotel atau penginapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. 1 (satu) hari bermalam dihotel atau penginapan di
Salakan;
b. 1 (satu) hari bermalam dalam perjalanan; dan
12




c. 3 (tiga) hari bermalam ditempat tujuan.
Bagian Ketiga
Tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya

Paragraf 1
Lamanya Perjalanan

Pasal 22

Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan Jakarta atau Propinsi

lainnya, waktu yang diperlukan adalah 7 (twjuh) hari, dengan

rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) hari perjalanan dari desa ke Salakan;

b. 1 (satu) hari perjalanan dari wilayah Kabupaten Banggai
Kepulauan ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;

c. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;

d. 3 (tiga) hari ditempat tujuan; dan

e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 23

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dihitung mulai dari Salakan (Ibukota Kabupaten
Banggai Kepulauan).

Paragraf 2
Jenis Kendaraan Yang Digunakan

Pasal 24

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan
Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22 dan pasal 23, meliputi :

a. Ojek/sewa kendaraan dari Desa ke Salakan;
b. Kapal Laut;

c. Pesawat; dan

d. Mobil.

Bagian Paragraf 3
Jenis Penginapan Yang Dipergunakan

Pasal 25

(1) Jenis penginapan yang dipergunakan pada  saat
melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22, meliputi:

c. Hotel;atau
d. Penginapan.

(2) Perhitungan menginap di hotel atau penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) hari bermalam dihotel atau penginapan di
Salakan,

b. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Kabupaten Banggai;

¢. 3 (tiga) hari bermalam ditempat tujuan; dan

d. 1 (satu) hari bermalam untuk persiapan kembali ke tempat
tugas.
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BAB VIII
PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Dusun, Staf Kantor
Desa/Bendahara Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan dengan
syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau
perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 27

(1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat Yang

Berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.

(2) Dalam Penerbitan Surat Tugas harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan
perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah
Jabatannya, dan

b. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat yang
berwenang harus memperoleh persetujuan dan atau
Perintah Atasan.

(3) Pada Saat Pejabat yang berwenang akan melakukan

Perjalanan Dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh:

a. Atasan Langsungnya, sepanjang Pejabat yang berwenang
satu tempat kedudukan; dan

b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal
Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi tempat
kedudukan Pejabat yang bersangkutan setelah
memperoleh persetujuan/perintah.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Menandatangani Surat Tugas/SPD

Paragraf 1
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 28

(1) Apabila Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaksanakan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD
ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun,
Staf Kantor Desa/Bendahara Desa melaksanakan perjalanan
dinas Dalam Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
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Pasal 29

(1) Apabila Ketua BPD melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Ketua BPD
yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD,
melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Surat
Tugas/SPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 30

Apabila Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Seckretaris Desa,
Kepala Urusan, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Dusun, Staf
Kantor Desa/Bendahara Desa melaksanakan Perjalanan Dinas
Luar Daerah, Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh :

Camat; atau

Asisten Pemerintahan; atau

Sekretaris Daerah; atau

Wakil Bupati; atau

Bupali; atau

Kepala Dinas Sosial dan PMD.

Paragraf 3
Proses Penandatangan Surat Tugas dan SPD
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 31

(1) Apabila Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat, tempat
dikeluarkan surat tugas/SPD yakni didasarkan pada ibukota
kecamatan (tempat kedudukan Camat).

(2) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat berangkat
adalah tempat kedudukan Camat dan tujuan perjalanan
adalah kota yang hendak dituju dalam perjalanan dinas.

(3) Sebelum Camat menandatangani Surat Tugas/SPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Ketua BPFD
mengeluarkan Surat Tugas/SPD dengan tujuan dari Desa ke
Kecamatan.

(4) Surat  Tugas/SPD  yang  dikeluarkan oleh  Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), berlaku untuk :

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dirinya sendiri;

Sekretaris Desa;

Kepala Urusan,

Kepala Dusun,

Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan

Organisasi Kemasyarakatan.
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(5) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Ketua BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :
a. Ketua BPD untuk dirinya sendiri 3
b. Wakil Ketua BPD;
¢. Sekretaris BPD; dan
d. Anggota BPD.

Pasal 32

(1) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Camat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pelaksana
Surat Tugas/SPD yakni Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan,
Kepala Dusun, Staf Kantor Desa/Bendahara Desa dan
Organisasi Kemavarakatan wajib melapor kepada Bupati
melalui  Sekretaris Daerah mengenal maksud untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

(2) Pada saat melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sckretaris Daerah tidak berada ditempat Pelaksana Surat
Tugas dapat melapor kepada Asisten Pemerintahan,

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan
bersamaan tidak ada ditempat, Pelaksana Surat Tugas/SPD
dapat melapor kepada Kepala Dinas Sosial dan PMD.

(4) Dalam hal Kepala Dinas Sosial dan PMD pada saat itu tidak
berada ditempat, Pelaksana Surat Tugas/SPD dapat langsung
berangkat ketempat tujuan dengan ketentuan setelah kembali
wajib melaporkan perjalanan dinas yang sudah mereka
laksanakan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau
kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 33

(1) Dalam hal Camat berhalangan karena tidak ada ditempat
Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan.
(2) Apabila Asisten berhalangan karena tidak ada ditempat Surat
Tugas/SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tidak ada
ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.

(4) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan karena tidak ada
ditempat Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Bupati.

(5) Dalam hal Bupati berhalangan karena tidak ada ditempal
Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Kepala BPMPD.

Pasal 34

(1) Apabila Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten/
Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepaia Dinas Sosial
dan PMD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, tempat
dikeluarkan surat tugas/SPD yakni di Salakan (Ibukota
Kabupaten Banggai Kepulauan),

(2) Dalam hal Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Asisten/
Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/ Bupati/Kepala BPMPD
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat berangkat
adalah Salakan.

(3) Sebelum Asisten/Sekretaris Daerah /Wakil Bupati/
Bupati/Kepala Dinas Sosial dan PMD menandatangani Surat
Tugas/SPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih
dahulu Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Ketua
BPD mengeluarkan Surat Tugas/SPD dengan tujuan dari Desa
ke Kabupaten.

(4) Surat Tugas/SPD yang  dikeluarkan oleh  Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), berlaku untuk :

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk dirinya sendiri;

Sekretaris Desa;

Kepala Urusan;

Kepala Dusun;

Staf Kantor Desa/Bendahara Desa; dan
f. Organisasi Kemasyarakatan.

(5) Surat Tugas/SPD yang dikeluarkan oleh Ketua BFD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk :

a. Ketua BPD untuk dirinyva sendiri,
b. Wakil Ketua BPD;

¢. Sekretaris BPD; dan

d. Anggota BPD.

& B E o

BAB IX
PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 35

Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) golongan, yaitu:

a. Golongan A diperuntukan bagi Pejabat Desa (Kepala Desa dan
Penjabat Kepala Desa);

b. Golongan B diperuntukkan bagi Sekretaris Desa yang
berstatus Pegawail Negeri Sipil;

c. Golongan C diperuntukan bagi Sekretaris Desa yang berstatus
Non Pegawai Negeri Sipil dan Ketua BPD;

d. Golongan D diperuntukkan bagi Kepala Urusan, Wakil Ketua

BPD dan Sekretaris BPD; dan
e. Golongan E di peruntukkan bagi Kepala Dusun dan

Organisasi Kemasyarakatan.

BAB X
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 36

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
diatur sebagai berikut:

a. Uang Harian;

b. Biaya Transportasi; dan

c. DBiaya Penginapan,
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 37

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a,

terdiri atas:

a. Uang Makan;

b. Uang Transportasi Lokal; dan

c¢. Uang Saku.

Uang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf b, terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai ke
tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk
biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan
keberangkatan; dan

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/
bandara/ pelabuhan keberangkatan.

Biaya Penginapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36

huruf ¢, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. Di Hotel; dan

b. Ditempat Penginapan Perjalanan Dinas.

Dalam hal Melaksanakan Perjalanan Dinas tidak

menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya Penginapan
sebesar 30% (Tiga Puluh perseratus) dari standar biaya
penginapan vang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati
ini; dan

b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dibayarkan secara Lumsum.

Pasal 38

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengadakan Perjalanan
Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, yang biaya
penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka
biaya  penginapan tidak dibayarkan kepada yang
bersangkutan.

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengikuti Bimiek yang
biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka
biaya penginapan diperhitungkan sebagai konstribusi dalam
pelaksanaan kegiatan.

Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Bimtek
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah
anggaran yang tersedia dalam APBDes, maka kelebihan biaya
penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
Dalam hal kedatangan peserta Bimtek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang Il
(satu) hari tersebut tetap dibayarkan.

Dalam hal jadwal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam
12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1
(satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil
menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali
ketempat tugas.

Pasal 39

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengadakan Perjalanan
Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, yang biaya
penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka
biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang
bersangkutan.

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengikuti Diklal yang
biava penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka
biaya penginapan diperhitungkan sebagai konstribusi dalam
pelaksanaan kegiatan.

Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah
anggaran yang tersedia dalam APBDes, maka kelebihan biaya
penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari
sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1
(satu) hari tersebut tetap dibayarkan.

Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya sclesai tepat jam
12.00, Pelaksana Surat Tugas/SPD diberikan kesempatan 1
(satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil
menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali
ketempat tugas.

Pasgal 40

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengadakan Perjalanan
Dinas dalam rangka mengikuti Study Banding, perhitungan
biaya penginapan sama seperti kegiatan rapat koordinasi.

Pasal 41

Biaya Transportasi dibayarkan berdasarkan At.Cost/Biaya
Rill, yang meliputi:
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(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

a. Biaya Transportasi dari Desa ke Salakan (Ibukota
Kabupaten Banggai Kepulauan - PP} dibayarkan secara
At.Cost/Biaya Riil;

b. Biava Transportasi penyeberangan dari seluruh pelabuhan
diwilayah kabupaten Banggai Kepulauan-Luwuk (Ibukota
Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya
Riil

c. Biaya Transportasi Penginapan Luwuk - Bandara (PP
dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil;

d. Biaya Transportasi Bandara Luwuk- Bandara Tempat
tujuan (PP) dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil;

e. Biaya Transportasi Bandara Tempat tujuan -
Hotel/Penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara
At.Cost/Biaya Riil; dan

f. Biaya Transportasi Luwuk - Palu dan Ibukota
Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawes: Tengah-
Hotel/Penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara
At.Cost/Biaya Riil.

Biaya Hotel dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.

Uang harian dibayarkan secara Lumpsum.

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Salakan

dibayarkan secara At.Cost/Biaya Riil.

Biaya Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan/dari desa

kedesa yang lain dibayarkan secara lumpsuim.

Pasal 42

Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Besarnva Biava Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1I, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan peraturan Bupali ini.

BAB XI
DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 43

Dokumen pendukung dalam perjalanan Dinas adalah Surat
Tugas/SFD.

Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1],
harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Bentuk /Format Surat Tugas /SPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB XII
PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 44

Biaya perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bagi Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan
Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga
Kemasyarakatan di Anggarkan dalam APBDes masing-masing
Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 45

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,

Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan

Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan Dinas

Luar Daerah, wajib menyampaikan dokumen

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari:

a. Surat Tugas dan SPD dari Desa ke Kabupaten yang
ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan
Ketua BFD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di Kabupaten,;

Surat Tugas dan SPD dari Kabupaten ke tempat tujuan yang

ditandatangani oleh Camat/Asisten Pemerintahan/ Sekretaris

Daerah/Wakil Bupati/Bupati/Kepala Dinas Sosial dan PMD;

SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan;

Bukti kwitansi ojek/sewa kendaraan Desa ke Kabupaten (PP);

Bukti Penginapan yang ada di Salakan;

Bukti Tiket Kapal Laut/sejenisnya;

Bukti Tiket Pesawat/mobil, boarding pass;

Bukti pembayaran sah untuk Transportasi  dari

penginapan/hotel kebandara atau sebaliknya kwitansi atau

pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak dibidang tranfortasi darat; dan

j. Bukti Bill Hotel ditempat tujuan.

g

R 0 O

Pasal 46

(1) Bukti SPD yang ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf 4, untuk
kegiatan koordinasi baik diprovinsi maupun di Jakarta
selkurang—kurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) SKPD atau
3 (tiga) Kementerian terkait.

(2) Untuk kegiatan Study Banding, SPD sekurang-kurangnya
diitandatangani oleh 3 (tiga) orang pejabat yang ada ditempat
tujuan.
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(3) Untuk kegiatan Bimtek, SPD hanya ditandatangani oleh
penyelenggara, dan dibuktikan dengan surat panggilan
mengikuti Bimtek, jadwal kegiatan Bimtck dan Sertifikat

Bimtek.

Pasal 47

(1) Bukti kwitansi ojek/sewa kendaraan dari desa ke Salakan,
bukti bill hotel yang ada di Salakan, bukti tiket kapal
laut/ sejenisnya, tiket mobil/pesawat, boarding pass, bukti bill
hotel tempat tujuan sebagaimana di maksud dalam pasal 44
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j,
merupakan bukti atas biaya yang di keluarkan pada saat
melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di bayarkan
secara At.Cost/Biaya Rill.

(2) Dalam hal pelaksana Surat Tugas/SPD tidak memiliki bill
hotel /penginapan maka biaya penginapan dibayarkan 30 %
(tiga puluh perseratus) dari Standar Biaya Penginapan yang
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Paragraf 1
Dari Desa Ke Kecamatan/Dari Desa ke Desa/Kelurahan

Pasal 48

Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan
Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dari Desa ke Kecamatan/dari Desa ¢
Desa/Kelurahan, wajib menyampaikan dokumen
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari:

a. Surat Tugas sah dari atasan pelaksana SPD; dan

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuarl.

Paragraf 2
Dari Desa Ke Kabupaten

Pasal 49

(1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan Perjalanan
Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Kabupaten, wajib
menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas vang terdiri dari:

a. Surat Tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
b.SPD vang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat
tujuan;
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¢. Bukti Tiket/kwitansi Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor);

d.Foto Copy STNK motor/mobil (apabila bersifat sewa
kendaraan/ojek);

e. Nota/kwitansi Bahan Bakar Minyak dari Pertamina/ SPBU
| Agen | Pengecer (apabila menggunakan kendaran
dinas/kendaraan pribadi); dan

f. Bukti kwitansi /Bill Hotel/Penginapan di Salakan.

(2) Bukti Sewa Mobil/Kendaraan Roda Dua (Motor) dan Bukti
Sewa Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan bukti atas biaya
yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas
dalam daerah yang di bayarkan secara At. Cost/ Biaya Riil.

(3) Dalam hal Tiket/kendaraan roda dua [motor) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b, tidak adanya Agen atau
Perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan,
bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang
di tandatangani oleh pemilik kendaraan.

(4) Dalam hal Bill Hotel/Penginapan sebagaimana di maksud
pada ayat (1) huruf c, tidak terdapat di kecamatan, bentuk
pertanggungjawabannya dibuktikan dengan kwitansi
penginapan yang ditandatangani oleh pemilik penginapan.

(5) Apabila pelaksana Surat Tugas/SPD tidak memiliki Bill
Hotel/Penginapan maka biaya penginapan dibayarkan 30%
(tiga puluh perseratus) dari Standar Biaya Penginapan yang
terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

(1) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun
dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengadakan perjalanan
dinas dengan tujuan Palu atau Kabupaten dalam wilayah
provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan
Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan jenis
transportasi darat/mobil tidak berlaku ketentuan bermalam 1
(satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.

(2) Pengecualian tidak bermalam 1 (satu) malam di Luwuk
Ibukota Kabupaten Banggai scbagaimana dimaksud pada ayal
(1), apabila Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BFD, Kepala Urusan,
Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang
bersangkutan setelah tiba di Luwuk Ibukota Kabupaten
Banggai langsung menuju Palu atau Kabupaten dalam wilayah
provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan
Kabupaten Banggai Laut.

(3) Perhitungan waktu bermalam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dihitung pada saat Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala
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Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang
bersangkutan tiba di Palu atau Kabupaten dalam wilayah
provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan

Kabupaten Banggai Laut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Perjalanan Dinas yang telah dilakukan oleh Bagi Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan
Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga
Kemasyarakatan yang sudah dilaksanakan pada Bulan
Januari Tahun 2017 sampai dengan diundangkannya
Peraturan Bupati ini, dianggap sah.

(2) Semua bentuk pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada

Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

Pj. BUPATI BA Al KEPULAUAN,

‘ M. FAI ANG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 14 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 6
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Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga Kemasyarakatan yang
bersangkutan tiba di Palu atau Kabupaten dalam wilayah
provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan

Kabupaten Banggai Laut.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Perjalanan Dinas yang telah dilakukan oleh Bagi Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pimpinan dan
Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Lembaga
Kemasyarakatan yang sudah dilaksanakan pada Bulan
Januari Tahun 2017 sampai dengan diundangkannya

Peraturan Bupati ini, dianggap sah.
(2) Semua bentuk pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada

Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

Pj. BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,

M. FAI ANG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

M’—
LY
SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEFULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 6

24



UBHrsEIUSsaIday buen
; . E i o UEHEDY WER]] UBBIEQUEY EMG
wnsdwn) eiedas ueyeleqp vep seup veueelad euesyerad o o s -
ueyeyBup ueBuap fensas uerim jedwa ejoy p oy gy uep |00 0058 J000006 {0006 0000056 (dd) ﬁhuwﬁc m“m_m
(snjeses Jad unynd e6n) 940 esaqes uedeuSuad eken veyuaqp] 00 ¢ AR O ﬁ_ﬁ: o0 xS e e o
uepnybuesioq Guek epeday 'efuue| vedeubiuad yedws) neje 009 SvE oGo'cer ovs 000529 e _.ﬂ.”_._._____..___z n
pioy seypise) ueseunbibuow sepy seuip uevepeliad euesyeied |- F_mzﬁﬂw_mﬂamm mﬂ__mmﬂ b
[y wejeq “pu ekeg uebusp enses veyefeqp vedeulbiuad eleg) F 3 4 IS BRG] UERIZDUGY BNIS
0000056 0000058 000005 6 0000056 (dd) isepodsuel) efeig
wnsduny eseoes vesekeqp Buek nyes Buen 000002 000008 000700 000005 ueyuedembuag efeig
vep jexor Jodsueq Buen ‘ueysw Buen seje wpe) veuey fuen 009'5¥e 000 zEY 000°0%4 000'528 VEH/EUEH w._hu ;
LepeRuasaiday) buen
UEjesE BASEEY
: - - - - UBH/EIOY WEE( VERJEDUSY EMBS
ejed
Isesmetiq tep ursa Efede)) uesi Epdey WNUA AR 0000006 0000006 0000006 [000°000°6 (dd) 1sepodsuel) efeg
(1d9 Uep BSE0) BIRUEPUBEESE] 000002 000'00E 00000k 0007005 uepuedeubuay eleg
_ 009°GHE CO0TER 000'0FS 000°'SL9 ueHueuey Buepn
0 sieja un u
JGIUEY JEIS 'SNd UON BSS( SIRIaNBS ynjun O 1exui | vvan vaaivmns| 2 |
UEHEeuasarday Buen
SNd £SaQ suBjRsyas ynjun g jeybui] - - - UBH/EOY Wee(] UERIEPUAY MBS
{000 D0S 6 0000056 000'006°6 000005 6 (dd) 1sepodsuen) edeig
000 002 000 00E 00000k {000004 veyjuedeuibuag eleg)
esaq eleday leqeluad uep esaq eeday ynuny 1eybull  [009°SrE 000 ZER 000 0¥S 000'GL9 uepuevey Guen
HIOY] |
VISINOONK3S ISNIAQY
] 9 g ¥ £ Z ]
a J g Y
NYONYHILIA NYNPNL ‘ON
L¥HONIL

(yerdna wegep)
HYHAYA AVNT SYNIA NYNVIVIED MNLNN YAVIE NVIVSad

L10T NVAVDONY NNHV.L
NYNVTINdEN IVODNYE NILVANHEYH
VeI NYHYININANA SYNIAO NYNVTVMHEd NVYNVSHYIEd NVIWOAAd
DHNVY.LNAL
L1088 NNHVL 9@ J0OWNON
NVNYINdAN [YODONVE LLVANE NVEINLYEd
I NYHIdWY]
[ — R —— T 2 R 00 OB 0 BN 0 B0 B0 B0 B 00 B 000 B 00 B Pre—— Fresepesey



Leynsguasaday Buen
i UBH/EI0) WEEQ) UBRIEPUZY EMAS
0000062 0000052 0007006 L 000°005 2 (dd) 1sepodsues | efeg
000002 000°00E 000°00% 000005 ueHuedeuibuay efeig
009 SbE 000 Zew 000 0¥ 000'GL9 ueHueuey buen
INNLEE ViONvE| 01
\eHsejuasaidey buen|
UEH/BIOY WEIB(] UERIEPUSY EMBS
E_Emm Siﬁ_m 0000526 0000526 (dd) sepodsue | efeig
000002 000008 000°00% 000005 uenuedeubuad efeig
009°GHE 000 ZEr 000°0%5 000'S29 ueH/ueuey Guen
nmn#oN3g| s
ueHisejuasaxday Guen
? LEH/EI0) WERQ Leeepuay emag
_“__E 0002 000000 £ 000°000 2 000000 2 (dd) 1sepodsues] efeg|
000002 000'00€ 00000 000 00% uepjuedeufiuag eeig
009Gk 000 ZEr {0000vS 000649 uepueuey Buen
ONNdWv1| 8
uUeHrszjuasarday Buen
; - VEH/EI0) WEE(] UBRIEPUSY EMBS
000005 £ 000005 £ 000005 2 000005, (dd) 1sepodsues | eferg
000002 {000°00¢ 000°00% 000°005 uepyuedeuibued ekeig
009°GhE 000°ZEY 0000¥S 000°6L9 vepuevey Buen)|
NVI¥13S YHILYNNS| ¢
UBHSEjuasaNday Duen
i UEHBI0Y WERQ UBBEPUSY EMGS
0000528 000052 8 000°052'8 0000529 (dd) sepedsues) efeig|
000002 000'00¢ 000°00F 000003 . ueHuedembvag efeig
uebueindan uep uelexlivessqay ueyngeipd/esepUBq/NISEISSNG | . : > e ﬁmﬂwﬁwzﬁm :
eunsz) ip nbundip Buek 1snquia uep ueeyBueIsgay ] —— .._aﬂ,:._“_ wmm mm.__,mm
INERIEIRIN e B o Ao \oosn [orasr losierr (o . (dd) 5evi0dsues) efesg
ueSuenday vep ueleybuesagay uenin) jedwa) edwes ueynpnpay 000002 000°00E. 000008 b ey edeufive ele
Ieduid) yep seup vevetelod efeiq sere upiel isepodsued eferd (o c.o 000ZEY 00005 00059 ~ uepyuevey) uen
I8Nvr| ¢




UepsEuesaiday buen)
g UEHE)OY WeeQ UBBIEPUSY BMaS
000°0SZ 9 0000529 0000520 00070529 (dd) 1sepodsue) | eferg
000 002 000006 000 00 000005 veyuedeuibuag edeig
009°GkE 000°ZER 000°0FS 000°00L pepueuey buen
JNNLL YMYT] 81

uepyisejuasaiday buen

UBH/E|0Y] Wefe(] UBRIBPUSY BMAS

000°052°2 _u.aﬁh z 0000522 000082 L (dd] isepodsues | efeig

000002 000°00¢ 000°00% 000008 ueHjuedeubuag efeig

009 GvE 000°ZEY 000°0¥S 000002 ueHeueH Buen
VIMYHYADOA 10| Si

wep{nsejuasandey Buen)

- - WEH/EIDY WE B UERIBPUSY EMaS

000°005 2 000°005 £ 000005 "L 000006, |ddd) isepodsues| edeg

000002 002 DOE 000° 00k 000005 ueHuedeuibuag efeig

009 STE 000°ZEr 000 0S 00000 ueHueeH Buen
HYSINAL YMYT| bl

ueHsejuesaxday Guen

; i . LEH/EJ0Y WEB(] UBEIBPUSY EMGS

0000529 0000529 000'0GL°9 0000629 (dd) mepodsues| edeig

000002 000 00E 00000k |000°006 uepyuedeubuag ederg

009'S¥E 000 ZEY 000 0%S 000002 uepjueney Guen
VLY 1T £l

Lepsejuasaiday Buen

UZH/EI0Y WER(] UBEIBDUSY BMES

0000008 =E§m H_SEE Ecscm (eed) t5Epodsuey) eferg

000002 0D00°00€ D00°00F 000°005 ueHuedeuibuag eleig

009'SHE 000ZER 000 '0¥S 000'00L uepueney Guen
1VuvE Ymyr| 21

uepsejuesanday buen

UEH/EIOY Wefe(] UEBIEPUSY EMSS

D00'0SZ 6 0000526 0000526 0000526 (dd) 1520dsURI) BARIg

000°002 000°00€ 000°00% 000005 ueHjuedeubuad eleg

009°GHE 000 ZEY 0000¥S 000004 uepjueuey Guen
NALNYB| L)




UepyisejUasaiday buen

— i i L2H/BJ0y WEJE(] UBBIEPUS)| BMSS

_§ 0056 0000056 000005 6 {000°0056 (dd) rsepodsues) efeig

000°00Z 0007008 00000k 000°005 vepyuedeufiuad eleig

—Eﬁﬁ {000°ZEY 000'0F5 000°GL9 ueH/ueuey Guen
NY LY 13S NYLNYWITYN] 22

uepyszjuesaiday buen

UEHE0Y Wee(] UBRIBpUaY| BMSS

§_§m 000°005'6 Eﬁm 000°005°6 (dd) 1sepodsues | eleig

_E...__ 002 000002 000°00% 000005 ueHuedeubuag efeig

009 S+ 000 ZEF {000°0FS 000G.9 ueHueuey Guen
HYSONIL NYINYWITYM| LT

ueppszjuasaiday buen

B LUEH/EI0Y WejeQ UBRIZDUSY MBS

000°000°8 0000008 000°000°8 0000008 (dd) 1sepodsues) eleig

_E_ 00Z {060 00E 000°00% 000005 ueHuedewubuay efeig

009°SvE 000 ZEk 000°0KS 000°6/9 ueHueuey Guen
LvHvE NYLNYINITYY| OF

UeHnsE|uasaIday Duen

LUEH/E|OY WER( UBRIBDUSY EMBS

000052 L 000062 L 0000522 000052 'L (dd) sepodsue) | eleg

000002 000°00E 000 00F 000'005 veHedeutuag eleg

009 GhE D00 ZER 000 0%S 000'G.9 uepueuey Buen
HNWLL YHYSONIL WSNN| 6l

vepnsejuasaxday Guen

UBHE|OY WR[B( UBRIBDUSY EMBS

00005LS Eﬁ_ﬁh g Sn.@h G E.”_EE (dd) sepodsuel| eleig

_n.S 002 000°00E 000°00F 000005 veHedewbus eleig

008°Ghe D00°ZEY 000 0%5 00069 ueHueuey Buen
1vHvE YHYOSINIL YSNN| 81

: uepsejuasaxdoy buen

p i UBH/EJ0Y WEB(] UBEIEPUSY EMSS

000'054'S DO0'0GL'S 000'062°S 00005LG {dd) rseuodsue)| edeig

000008 D00 00E D00 00K 00000s veHuedeuBuag eleg

009 °SHE 000 ZEY 000'0%5 000629 veHjueneH Guen
va] L1




ueHpsejuesesday Duen] |
UEH/E|OY WEB( UEBIBPUIY EMBS
000052 000052 € DOD'0SZE 000°0STE (dd) 1sepcdsuel| eheig
000002 000" 00E 000°00F 000005 vejuedeutivag eleig
|0095kE D00 ZEY 000°0FS 00069 ueHueyey Guen
NY1Y13S 1SIMV13s| B2
uep/iseuasaiday buen
- A UBH/E|0Y Wee( UPRIEPLAY EMBS
000005S 000°005 'S 000'005°G oS 005G {dd) 1sepodsues | efeig
000002 000°00E 000'00F 000008 uveyuedeuibuay efeig
009'SHE 00028k 000'0%S 000GL9 ueH/ueuey Buen
1vHyB ISIMYI3S] L2
e Hseuasaday buen
- UEH/E0Y Weje(] UBRIEpUaY| BMaS
000052 v 000 05. 00008 Y § 05y (dd) 1sepodsues) eferg
000 002 000°00¢ 000°00% 000005 ueyuedeuBuag efeig
009G+ 000°ZEY 000°0kS 000°G.9 ueHjueLen buen
OTVINOMOS| 92 |
UeHisejuasaiday Duen
;. UEH/BJOY WER(] UEBIEDUSY| EMAS
000'005°S [000°005°G 0000056 000°005°S (dd) rsepodsues) efeig
000002 00000 00000 000°00% uepyuedeuSuag efeg
D09'G¥E 000 ZEY 000'0FS 000649 ueHfueypeH Guen)
YoVLN ISIMYI3S| ©2
VEHSE|URsaday buen
- LEH/BI0% WEE(] UEEIEPUTY EMGS
000'005'6 0000056 0000056 00070056 {dd) isepodsues | eferg
000'00Z 000'00€ 00000% " {000°006 vepuedeuiBuag efeg
009'S¥E 000 ZEP 000 0%S 000529 veHueuey buen
WY LN NV LN .E_r 7
Leynseuasasday buen|
5 LBH/E|0Y WEfe(] UBRJEPUD) EMaS
000°005'6 Ecsmm ‘§§m E_Emm (dd) 1sepodsues ) efeig
000002 00000¢ 000'00% 000005 ueyjuedeubuag efeig
009°6tE 00025 00005 000629 LeH/ueuey Guen
HNNIL NYINYNIYS] €2

——— — —— i e —




- - UeHsejuasday Buen

) : URH/RI0Y WEE(] UBREPUSY BMOS

0000058 000 0058 000005 8 0000059 (dd) sepodsues| eferg

000002 000 00€ 000 00F 000005 uepuedeuibuad edeig

009 GHE 000°ZE 000 0¥ 000629 ueHjuevey Guen
¥ndvd| #&

- § ueypsejussaiday buen

. LUEH/B)0Y WEB() UBeepuay EMBS

§ 0529 0000529 000052'9 0000529 (dd) 1sepodsues) efeg

000002 000008 00000k 000005 vepuedembuag efeg

009 GHE 00025k 000°0FS 000°G20 ugHjueney Guen
WHYLN MEIYW| €S

. § ey nsejuasaiday buen

* L LEH/EIOY WE B[] UBEIRDUS EMBS

0000529 0000529 0000529 0000529 (dd) sepodsues) efeg

000002 000 00 00000k 000005 e/ uedewbuay efeig

009'5¥€ 000 2 000 0¥ 000°GL0 ueyuevey Guen
MNTYW| 26

" = UeHisEuasanday Buen

- - LEH/E0H WEE() UBBIRPLSY EMBS

000 064 ¥ 000062 b 000'0GL ¥ 00005L (dd) 1sepodsues) efeig

000002 000 00E 00000k 000005 uepyuedeuibuag edeig

009 GFE 000 28k 0000%5 000529 ueHueven Guen
YHYOONIL ISIMYING| 1E

U 1sejuasaiday Buen

. UEHEI0)Y| Wee( USRIEpUDY BMAS

§ GIE'L 000'GLE L [000'GLE"} 0006281 {dd) 1eseq rsepodsues| efeig

000002 000 00 00000k 000005 ey edeuifiuad efeg

009'G¥E 000 ZER 000°0¥5 000'S29 e HyLeeuie Buer)
HYSNILISIMVING| of

uepsejuasaicay buen

- UEH/EIOY WefeQ UBRIBpUSY BMBS

000'00S'S 000005'G 0000056 000'005°S (dd) e2pn 1sepodsuel | efeig

000002 000°008 000°00% D00 005 LeHyuedeuibuad elexg

D09'S¥E 000 ZER 00004 000'GL9 ueHyueuey Suen
HYONILISIMYING| B2

L e BN B B B B B B T T S -




" efeig uebuap iensas veeleqgp Buel
uelue|nday uep uejeybuesaqsy ueynaeled/elepueqiuniselsisng (- RfysEUesaiday Bugn
jeunwa) ip inBundip GueA 1snquia) vep ueeySuesegay 2 : - UEH/E0) WEJE(] UBEJBPUSY EMAS
UBUNGeiod/elepUEQUNISEIS/Snq feuia) oy el ysewsal |onvoco  looposgs  |ooooszh [oooosz (dd) 1sepodsues) efeg
|eBueinday uep uejeySueseqay uenin) jedws) edues uexpIpaX| ooy, ) 000052 000°00€ 000'SZE uepyuedeubuag efieig
Jedusa) uep seuip ueueiebad eleq seje uipss) 1sepodsuen efeig |ooz epg 000708 000'08€ 000°GLY ueHueeH Guen
. INOLNOW 1I919vd] S
ueHsE|Uasaiday buen|
i - - - - Le Wweeq veesep
Y KRS M) L oS [TENRSP E et 000005} 000005k 0000051 000005 | . ldd) ,.EE%HH Mﬂw
uejeyfiug vebuap rensas ueniny jedws) e10) 1p (210 Jise) Uep D00CEL e 00000¢ Mt selyuedeuBuag ekeig
RIS o Linceth) %0c Jeages Imdsiund alb usgman) - o 000'b0¢ 00008¢ 00025 © uepyuevey Buen
ueynyGuesiag bued epeday ‘eluue) vedewbuad jeduws) neje : ’ o]+
[eloy semse ueyeuntibuaw yepy seup veuepelad euesyeiad . 5 - ET e asai0ay Buen
ey wepeq " edeiq uebuap ensas ueeReqp uedeubuad efeig| i 5 i UBHBI0) WE[E(] UBRIEPUAY EMAS
000082’} (0000821 DOO'0SL L 000064} [dd) 1sepodsues) efeig
uep ey Jodsued Buen ‘ueysw Guen seje upss) veuey Guen : ﬁ“q.wmznﬁ ]
- - ~ . UEHISE|UasaIday Buen
SEE NG - - - - LEH/EI0N E_".w__m UBRJEPLDY BMBS
ISeSWRGIQ uep unsnq efeday wesun A I QRIBUL |ovnnz  loovoooz  [ooooooz  |ooooooz (dd) 1sevodsues) edeig
GL1 I {000°008 G vepyuedeuibuad efeig
G ¥ep eag BMEpEgEie] %ﬂﬂ _%.wwm DDO'0BE ﬁ,mww uepuevey buen
JOJUEY JBIS "SNd UON BSB( SUEJaDRS ynjun O jexbul | norroll z
UEHyISEUasalday buen
SNd BS8Q SUeja.4eS ymun g jexybur] = - - - LEH/BION WEB(] UBRIEPUDY BMAS
0000622 0D00SZ'Z 0000522 0000522 (dd) 1sepodsues) edeig
000°GL1 000062 000'00S 000'5ZE uepyuedeuibuag efeig
esa(] efeday jeqeluag uep esaq epday ynjun v jexbul  |00Z 4T 000'#0S 000°08E 000°GLy e ueuey Buep
o] |
HYONAL ISIMYING-3S NILYANEWAH
e H1sejuasaiday buen
- - F ; LEH/EI0)] WEe(] UEBIEPUDY BMOS
0000058 0000058 0000058 0000058 {dd) rsepodsues ) edeig
000002 C00'00e 00000 000°005 uepyuedeuifua efeig
009'G¥E 000 ZEY 000'0KS 000649 ueHyueney buen
LvyvE YNdVd| 5€

N e I e B T T IR T T e —



LeHpsejuasaiday Guen)

i - 3 i UEHRI0N WEE(] UBRIEQUSY BMES
000629 000629 000629 000529 (dd) 1sepodsues) efeig
000'SL1 000052 000'00€ 000528 Leuedeubuay efeig
002 £¥Z 000 F0E 000 08¢ 000 Gip ueHueypey Buen
Loy IVOONYE| 11
ueppsg|uasaiday Buen]|
= B £ * UBHRI0Y WER] UBRIEPUSY BMES
000'GLE 000'GLE 000'GL€E 000°G/E (dd) 1sepiodsues) efeig
000'GLL 000 05Z 000 00€ 000 52¢ uepyuedeuibusy eleig
002 €42 000'H0E 000 08¢ 000°GLp ueHueuey Guen
IVOONYE] 01
Leqpszjueseidoy Buen
s 8 - - UBH/EI0Y WeeQ UBRIEPUSY EMAS
000'000°} 000°000'} 000000} 000°000'L (dd) 1sepodsues) edeig
000'SLL 000'052 000008 000'62E ueHjuedeubusy efeig
002 €4 000 FOE 000'08E 000°GLb ueHueuey Guen
YNOPYNNOMOL| 6
LeHseuasadey Buen
- - - - UEH/EI0) W) UBRIEPUEY EMBS
000621} 000521} 000524 0006211 (ddd) 1sepodsues | eferg
00052 000052 000 00€ 000'S2E ueHjuedeulbuay efeg
D0Z ¥ 000 +0E 000 08¢ 000'GLb LeHueuey Guen
0s0d| 8
LeHneejuasaiday buen
- - 5 - UEH/RI0H WeR() UERIEpUSY EMS
D00'SIE L 000SLEL 000'GLE '} 000'GAE'L (dd) 1sepodsuel | efeig
000644 000052 000°00€ 000 GZE ueyjuedeubuad edeg
{002 €42 000 F0E 000°08€ 000G LeHuewey buen
VYLD ITYMOYON] ¢
Leriseussaiday buen| |
- - : - UEH/J0) WEE() UBeepuS) emas
000005} 000006} 0007005} {000°005'} (dd) sepodsuel | efeig
00062} 000'05Z 000 00€ 000528 ey uedeubuag efeig
002 €42 000 #0E 000°08€ 000°5LF ueHjuepey Guen
- NYMOYON| 9 |




e ppsejuasaiday buen
winsdwin| esesas uexiekeqip uep seup ueueielad evesypiad | i ol B UEH/E]CY WEE(] UBBIEUSY BEMAS
ueey6uy veSuap rnses uenin Jedusa) eoy 1p fejoy juey uep  [000 008 008 b S0 e (sepodsue | BAets

(smesas sad ynind ebiy) a,0¢ Jesages uedeuibusd efen UeyLBqID gm_..m_._. _u_i_.mw__ En._“__m__ nﬁm.._.m_. Lenuedeulfivad eferg
uesnyBuessoq Bued epeday ‘ekuuiey vedeuued jedwsy neje (007 99+ 000°802 000082 000528 UeH/ueLEH Buer)
leloy sejpse) veyeunifiuaw yepn seup veueelad euesyeed |- - hmﬁh_m b

ey weeq ‘ju eker uebuap ensas veyedeqp vedewbuad elewg| W I . UBHEIO _.E_ _3___. ..__mm_ EpUBY| BIIS

1000008 000009 000009 000009 (dd) 1sepodsues) eferg

winscuny ese9s vexyiekeqip Guek nyes Guen 005211 000°SZ} 000091 005 £} veHjuedeulbuad eferg

_ ; 00¥'991 1000802 000082 000'GZE uepyueueH Buen

uep [eo) Jodsuen Buen ‘ueysw Buen seje wpis) ueuel Guen

NYLYI3519%INg] €

UEjENEIEASBIIDY i Y i g uepEeasaiday Buen

. - - - . UBH/EJ0Y WEB( UERIEPUSY EMBS

ISES uEp U UESIUM) B un B
sesiuefiQ uep unsng efeday N eeday ymun g 1eybuy 000005 000008 000005 000008 {el osidoueal eAmia
005ZHE 00052} 000021 00581 uepyuedeubuay edeig
(48 uep Esa(] 2ieyepuagesaq : : ; : ; :

I0JUE3 Je1S 'SNd UON PSa0 Suejonjas ynjun 3 pespur, |07 99 i #S: ad Oogrsee E:ﬁﬁ.ﬁﬂm .

T G L . ueHnszuasaday buen

SNd saQ SUejaiyes ynjun g jexybull g 3 B - UBH/EJ0} WeR() UBRIEPUTY EMOS

: {000009 0007008 000003 000009 {dd) 1sepodsues | eferg

g.ﬁ_n_ ! 000°521 _§.E_ 00529} uepuedeubuad efelg

esaq) ejeday| 1eqeluag uep esaq ejedsy smuny exbul |00y 991 000'802 000082 00052 uepueueH Buen
NYLY13S 0MNE] |

NYNINdTA IVOONYE-3S N LYWYI3IH
L _ 9 g F £ z I
a J g Y
NYONYHALTA Nenrn.L 'Ok
LVHINLL

(yedru weep)
HVAIVA WYTVA SYNIA NVNVIVIIEd MNINN VAVIE NVVSad

L10Z NVYVDDNY NNHV.L

NVNWVINdEN IVOONVE NILVdNAWH

VSEA NVHV.LNIMIWAd SYNIA NVNVIVOHEd NVYNYSHVTEd NVINOOad
DONVINHL

L10E NNMHV.L 9 J0OWON

NYAVTINASH IVOONVE LLYANH NVANLVHD

I NYHIAWNWYT



UBHISEjuasaXday buep
g : = : LBH/E|0) WEE(] UBBIEPUS)| BMIS
000 008 000002 000002 000002 [dd) sepodsues) efeg
D05 EL1 000'5Z) 000°091 006291 ueHjuedeuibuag efelg
00% 931 000802 000092 000°G2E ueHyueue Buepn
NY1VTSS ONMHONYNIL| 01
UEHSEjussalday buer|
T i & = L2 H/Ej0y WEE(] UBBIEPUSY BMES
{000°00€ 000°00€ 000°00€ 000°00€ (ad) 1sepodsues | efeig
005711 000'SZ1 000091 005291 uepyuedeulbuag eieig
00%'991 000°902 0007092 000°GZE uepyuevey buen
WMILOL| &
UEHsejuasauday buen
- - - - UEH/EI0) WEB(] UBBIEPUIY EMES
D00 00E 000700 000008 000008 (dd) 1sepodsues| efeig
005211 000°524 000091 005291 uepjuedeubuag efeig
00k 991 000°802 000092 000'62¢ uepHueyey buen
NV LY13S WhMILoL 8
ueHEEuasaiday buen
= 3 - - UEHRIOY Weje(] UBRIBPUIY BMSS
000002 000°00Z 000°002 000002 (dd) sepodsues | eleg|
_.sm.w: 000521 000091 006°29} uenuedeubuay efeig
00¥ 991 000'80Z 000°092 000'G2E uepHneweH Guepn
ONVIT|  {
uepsejuasanday Duen
2 B ; 2 UBH/E|OY WEB( UBRIEDUSY EMOS
000'002 000002 000" 00Z 000002 (ddl) 1sep0dSURL| BAEIG
00SZLL 000521 D00 091 005 291 veyuedeubuag eleig
ueBueindey uep vejeybuesaqe)y ueyngejed/eIEPUBG/UNISEIS/SH] |- ! : . . E%mmhmwzm_ﬁn_ 9
lewuwa) ip inundip Buek isnqujas vep uejeybueseqey | ; ] ) — ﬁs%m@ﬁax 5 s@m
ueynGeiRd/eIEPUEQUIISEIS/S] PUULS| Y BABIQ mseLLDY | 000008 00000 00000 . (el i aiss
FECNIIC IR MIRUREGEN RN JeTh ) SN IIOMON, ey 000621 000091 005 291 LEHyuEdeuBusg eeig
edway uep seup veueielisd elex) sele uipsa) sejodsuen eARIg [, g0 000°30Z 000'092 000'SZ8 T ey Buep,
VHVLNIOVING| § |




SNV TVZIVd W

NYNYINGH IVOONYE | Lvdna d

ueprsejuasanday buen

LEHEIDY WE B[] UBBIEDLUEY EMGS
{dd) 1sep0dsue)| eleig

" - : . veHuedeubuad efeig
00P'991 000 802 000°082 000628 ueHueuey Guen
IMNS3A T DTN WLOM NGIINYA| bl
ueHseEuasaiday) buen

UBH/Z|0) Weje() UBRIBPUTY EMAS
(dd) isepodsues| efeig

- - - - LeHuedeubuay efeig
{00991 000 802 000082 000'62¢ ueHuepey buen
NILYJNEYY YLOM N8l WyTva| £l
uepnszjuasadey buen

- - . - UBH/E| 0} We(e() UBRIEPUEY| BMAS
000001 000°001 000001 000°001 {dd} 1sepodsuel | eferg
00SZH) 000521 000'091 00%£31 ueHuedeubuay eferg
00F 991 000 802 000082 000628 ueHuevey buen
INMHONYNIL] 2L
uepseuasaiday buen
i - . - LUEH/E|0Y Weje(] UBBIEPUAY BMBS
000002 000 002 000002 000°002 (dd) isepodsues | efeig
006Zh1 000°6Z) 000031 00S°291 vepuedeuiua efeig
00 991 000°802 000052 000528 uepueney buen
VHYLOSNINONYNIL] 1)




NYWING3A NYS LLvdng 1d

ueHsejuasarday Buen
UEH /|0y WE[E(] UBRIEPUTY EMSS
(dd| 1sepodsues) efeig
¥ 4 A - weHjuedeuBuay edeg
00% 991 000'902 000092 000528 ueHueuey Guen
TEANSI0 3H D3 VIOH NEI 1¥va] w1

ueHseuasaidey Buen
LEH/I0) WEE(] UERIEPUS)Y EMBS
(dd) 1sepodsue | eferg
e - - - uepjuedeuibuad efeg
00%'991 000'802 000092 [000°5Z€ ueH/ueuey Guen
NILVANEGw Y10 Nal WvIva| €1

uepisejuasaidey buen|
- p . o UEH/RI0) WEB(] UEEJEPUD)Y BMES
000001 000004 000°001 000001 (dd) rsepodsuer ) E_._m_
005211 000521 000091 005 291 ueqpedeubuad efeig
00v 991 000802 000092 000°GZE Lepjueuey buen
ONMMONYNIL] 21

ueHisgjuasasday buep
; - ¢ - UEH/R)0) WEB( UBEEPUSY BEMBS
000 002 1000 002 000002 000002 (dd) sepodsues) eleg
00SZhL 000621 000091 005" L9 ueyuedeubuag eleg
00k 991 000802 000092 000528 ueruevey Guen
YHYLN ONNHONYNIL| 11




LAMPIRAN 1l

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN  PELAKSANAAN  PERJALANAN
DINAS PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
BANGGAlI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN

2017

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor :
Nama (yang memberikan tugas)
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama
Pangkat/gol :
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat/gol :
NIP '
Jabatan

Untuk

Ditetapkan di
Tanggal

Pejabat yang berwenang,



CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS
B s e —

LembarkKe : -
Kode No Do-
Nomaor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

| 1. liPejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang |

- e e e el =l i el AER ML B MR IR R e e e

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,

- memberikan tugas I
2. |Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan |
perjalanan dinas
3. | a. Pangkat dan Golongan a. R Y
b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas .
4. | Maksud Perjalanan Dinas S
5. | Alat angkutan yang dipergunakan _
6. | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7. | a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
| c Tanggal harus kembalif#ba—di—temaati C. |
baru *) | |
8. | Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan !
L if= : « —
. 9. | Pembebanan Anggaran
. a. Instansi a. I
g b. Akun b. |
' 10. | Keterangan lain-lain |
*) coret yang tidak periu Dikeluarkan di



Berangkat dari

(Tempat Kedudukan)

Ke -

Pada Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,

NIF. =

I, Tiba di : Berangkat dari |
Pada Tanggal : Ke

Kepala '| Pada Tanggal
, Kepala
|
|
i A S AR AR AR ' |
NIP,
ll. Tiba di : Berangkat dari
Pada Tanggal : Ke
Kepala Pada Tanggal
| Kepala
i s S oA R A A e A
NIP. 4
I IV. Tiba di 1 Berangkat dari
| Pada Tanggal : Ke : .
Kepala Pada Tangga!
! Kepala
|
NIP. : T R —. .|
NIP.

V. Tibadi . Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
(Tempat Kedudukan) 'i perjalanan tersebut atas perintahnya dan
Pada Tanggal 2 semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam

Pejabat Pembuat Komitmen/ waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat yang memberikan tugas, Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,
G e R
- ', NIP.
VI. Catatan Lain-Lain
Vil. PERHATIAN:

Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkatftiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung
jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat

kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




